
GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 1dd.51?/1 t.1?4-Ilhhr /nm
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a.

b.

1.

2.

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka tentang Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik, asas materi muatan peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang
Retribusi Persetqjuan Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 93, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47441 dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOO Nomor 182, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OA2 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247)r sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A2O
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Txrtbahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
245, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 560 1) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67571;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan wewena"ng Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 109, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 622a1;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1O Tahun 2O2l tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor
20, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 662211'

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O2l Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun
2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 26, Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6628l.;
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Memperhati
kan

Menetapkan

KESATU

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah:un 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor
178r);

1. Surat Bupati Majalengka Nomor 188.34/ 1980/Hukum
tanggal 2 Desember 2021 hal Evaluasi Raperda;

2. Surat Menteri Keuangan Cq, Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan Nomor S-275/ PK lPK.4 l2o2l
tanggal 15 Desember 2021 hal Evaluasi Raperda
Kabupaten Majalengka tentang Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal
Bina Keuangan Daerah Nomor 9741 1065/keuda
tanggal 10 Februan2022 hal Penyampaian Hasil Evaluasi
Raperda;

MEMUTUSKAN:

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka tentang Retribusi Persetqjuan Bangunan Gedung,
sebagai berikut:

A. Judul
Kata Rancangan dihapus.

B. Pembukaan

Konsideran

Konsideran Menimbang huruf d disempurnakan menjadi:
"d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (21

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O2l tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomot 28
Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung."

Dasar Hukum
1. angka 3 disempurnakan menjadi:

"Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{a (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);"

2. Angka 4 dihapus, karena dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku setelah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67571.
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3. Angka 5 disempurnakan menjadi:
"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Cipta Keda (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573);"

4. Angka 6 disempurnakan menjadi:
"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292 Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 I
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);"

5. Angka 7 dihapus.

6. angka 8 disempurnakan menjadi:
"Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tarrbahan
Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221:

7. Angka 13 dihapus.

8. Angka 15 disempurnakan menjadi:
"Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah I(abupaten
Majalengka Tahun 2Ol9 Nomor 12);"

9. Angka 17 dihapus.

C. Batang Tubuh

1. Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka
19 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik lndonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izirr
tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat PBG adalahperizinan yang diberikan
kepada pemilik Bangunan Gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan
Gedung.

8. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang
selanjutnya dapat disingkat Retribusi PBG adalah
Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh
Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan
pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG,
inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan
SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

19. Standar Teknis Bangunan Gedung yang
selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan
yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode,
dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam
proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang
sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan
Gedung.

2. Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

(1) Atas pelayanan penerbitan PBG dipungut retribusi
dengan nama Retribusi PBG.

(21 Objek retribusi adalah penerbitan PBG dan SLF.

(3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud
pada ayat (21meliputi kegiatan layanan konsultasi
pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG,
inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan
SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

(4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk
permohon€rn persetuj uan :

a. Pembangunan Bangunan Gedung dan
prasarana bangunan gedung baru;

b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan
belum memiliki PBG dan/atau SLF;

c. Perubahan bangunan gedung dan prasarana
bangunan gedung meliputi:
1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
3. perubahan luas Bangunan Gedung;
4- perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi
komponen pada Bangunan Gedung yang
mempengaruhi aspek keselamatan
dan/atau kesehatan;
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6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap
tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan
Bangunan Gedung cagar budaya; atau

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak
di kawasan cagar budaya.

(5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan
pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(6) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan
SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat,
Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki
fungsi keagamaan.

(7) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi
atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.

(8) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut
Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan
yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi PBG.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan
tata ca-ra pengajuan permohonan untuk
memperoleh Persetduan Bangunan Gedung diatur
dengan Peraturan Bupati.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2A2l tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan
Gedung.

3. Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi
menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga)

tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak
pidana di bidang retribusi daerah.

(21 Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan surat teguran;atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib

retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagairnana
dimaksud pada ayat (21 huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b
adalah wajib retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang retribusi
dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

V
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(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan dari wajib retribusi.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2021.

4 - BAB VIII Ketentuan Sanksi ditambahkan Pasal tentang
Sanksi Pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan

kewajibannya sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3
(Uga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Pendapatan Negara.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah.

5. Ditambahkan Pasal yang mengatur mengenai Prinsip
Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, yalrg
berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

(U Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif
retribusi PBG didasarkan pada tuiuan untuk
menutup sebagian atau seluruh ") (agar dipilih
salah satu) braya penyelenggaraan penerbitan PBG
dan SLF.

(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penerbitan PBG dan SLF, inspeksi Penilik
Bangunan, penegakan hukum, penatausahaan dan
biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF
tersebut.

D. LAIN-I.AIN

1. Dengan adanya perumusan kembali
bab/bagian/pasallayat dan/atau penambahan
bab/bagian/pasal /ayat dalam Raperda, maka urutan
bab/bagian/pasal f ayat, penunjukan pasal/ayat, dan
penjelasan bab/bagian/pasal / ayat dalam Raperda
agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

2. Singkatan yang sudah dinormakan dalam Ketentuan
Umum agar dipakai dalam Substansi pengaturan pasal
dalam batang tubuh.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. Pada halaman akhir lampiran dicantumkan nama dan
tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau
menetapkan Peraturan Daerah ditulis dengan huruf
kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan
diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat
yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan
Daerah dan penulisan di dalam lampiran agar
dirapikan.

Bupati Majalengka bersama-sama Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah Kabupaten M4jalengka segera melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Retribusi
Persetujuan Gedung, sesuai hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

Bupati Maj alengka waj ib menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari
setelah penyempurnaan, untuk mendapatkan nomor register
Peraturan Daerah.

Dalam hal Bupati Majalengka dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Majalengka tidak menindaklanjuti hasil
evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Maj alengka tentang Persetujuan Bangunan Gedung
menjadi Peraturan Daerah, maka tidak diberikan Nomor
Register Peraturan Daerah.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 1! rpr{t 2022

JAWA BARAT,b

zuDWAN KAMIIb\


